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KAPITASI BERBASIS PEMENUHAN KOMITMEN PELAYANAN

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBAYARAN

PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA
(Peraturan Bersama Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan R.|
Nomor HK.01.08/111/980/2017 Tahun 2017 dan Direktur Utama Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 2 Tahun 2017,
tanggal 31 Maret 2017}

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SEKRETARIS JENDERAL

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTUR UTAMA BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN SOSIAL KESEHATAN,

Menimbang :

a.

bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 24 ayat
{3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 ten-
tang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dikem-
bangkan sistem pembayaran kapitasi berbasis
komitmen pelayanan;

bahwa Peraturan Bersama Sekretaris Jenderal Ke-
menterian Kesehatan dan Direktur Utama Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor
HK.02.05/111/SK/089/2016 dan Nomor 3 Tahun
2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pem-
bayaran Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen
Pelayanan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Per-
tama, perlu dilakukan penyesuaian dan penyem-
purnaan pada sistem pelaksanaan pembayaran
kapitasi berbasis pemenuhan komitmen pelayan-
an pada fasilitas kesehatan tingkat pertama;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaima-
na dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bersama Sekretaris Jen-
deral Kementerian Kesehatan dan Direktur Utama
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehat-
an tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pem-
bayaran Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen
Pelayanan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Per-
tama;

Mengmgat

e

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang
Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Neg-
ara Republik Indonesia Tahun 2004 Nemor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4456);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indo-
nesia Nomor 5256);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 ten-
tang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nompr 29) se-
bagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun
2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 62};

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun
2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jami-
nan Kesehatan Nasional {Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaima-
na telah diubah dengan Peraturan Menteri Kes-
ehatan Nomor 99 Tahun 2015 tentang Peruba-
han atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71
Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada
Jaminan Kesehatan Nasional {Berita Negara Ta-
hun 2016 Nomor 15);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun
2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan
Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kes-
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ehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 1601) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun
2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan
dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kes-
ehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 143);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN BERSAMA SEKRETARIS JENDERAL KE-
MENTERIAN KESEHATAN DAN DIREKTUR UTAMA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KES-
EHATAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSA-
NAAN PEMBAYARAN KAPITASI BERBASIS KOMIT-
MEN PELAYANAN PADA FASILITAS KESEHATAN
TINGKAT PERTAMA.,

Pasal 1
{1) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembayaran Kapi-

tasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan:

pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama digu-
nakan sebagai acuan bagi Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Kesehatan Kesehatan, seluruh
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang beker-

ja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan |

Sosial Kesehatan Kesehatan, dinas kesehatan
provinsi, dinas kesehatan kabupaten/kota, aso-
siasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, tim
kendali mutu dan biaya, serta pemangku kepent-
ingan terkait dalam penerapan pembayaran kapi-
tasi berbasis pemenuhan komitmen peiayanan
pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama secara
efektif dan efisien.

(2) Penerapan pembayaran kapitasi berbasis pe-
menuhan komitmen pelayanan sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) ditujukan dalam rangka
peningkatan mutu pelayanan kesehatan Fasilitas

Kesehatan Tingkat Pertama dalam penyelengga- .

raan Jaminan Kesehatan Nasional.

Heqimpsy Ny

Pasal 2
Pengaturan Petunjuk Teknis Pelaksanaan |
Pembayaran Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen
Pelayanan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
meliputi: I
a. persiapan penerapan pelaksanaan pembayaran
kapitasi berbasis pemenuhan komitmen pelayan-
‘an;
b. pelaksanaan pembayaran kapitasi berbasis pe-
menuhan komitmen pelayanan;
c. penilaian komitmen pelayanan; dan
d. monitoring dan evaluasi.

Pasal 3
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembayaran
Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan
Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama sebagaima-
na tercantum dalam Lampiran yang merupakan ba-
gian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

Pasal 4
Pada saat Peraturan Bersama ini mulai ber-
laku, Peraturan Bersama Sekretaris Jenderal Kemen-
terian Kesehatan dan Direktur Utama Badan Penye-
lenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kesehatan Nomor |
HK.02.05/111/SK/089/2016 dan Nomor 3 Tahun 2016
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembayaran
Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan |
Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5
Peraturan bersama ini mulai berlaku pada
tanggal ditetapkan. '

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Maret 2017
DIREKTUR UTAMA
BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN KESEHATAN

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN

ttd. ttd.
UNTUNG SUSENO SUTARJO FACHMI IDRIS

§ PR 562857
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LAMPIRAN

| PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBAYARAN
KAPITAS| BERBASIS PEMENUHAN KOMITMEN
~ PELAYANAN PADA FASILITAS KESEHATAN
TINGKAT PERTAMA

BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berbagai jenis pengukuran, standar dan upaya
untuk meningkatkan mutu pelayanan telah terse-
dia dan terus berkembang. Salah satunya adalah
dengan metode pembayaran berbasis komitmen
pelayanan, dimana metode ini merupakan salah
satu konsep strategis yang paling banyak diba-
has, bahkan berbagai kalangan di Amerika sejak
tahun 2003 telah mendorong agar pembayaran
berbasis komitmen pelayanan atau pay for per-
formance menjadi prioritas utama nasional dan
program asuransi medicare.

Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan
kesehatan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
pada penyelenggaraan Program Jaminan Kes-
ehatan Nasional salah satunya dilakukan penera-
pan pembayaran kapitasi berbasis pemenuhan
komitmen pelayanan. Pembayaran kapitasi ber-
basis pemenuhan komitmen pelayanan pada
FKTP telah mulai dilaksanakan pada tahun 2016
dengan mengacu pada Surat Edaran Bersama
Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan
Nomor HK.03.03/IV/053/2016 dan Nomor O1
Tahun 2016 tentang Pelaksanaan dan Peman-
tauan Penerapan Kapitasi Berbasis Pemenuhan
Komitmen Pelayanan Pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama dan Peraturan Bersama Sekre-
taris Jenderal Kementerian Kesehatan dan Direk-
tur Utama BPJS Kesehatan-Nomor HK.02.05/111/
SK/089/2016 dan Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembayaran Kapi-
tasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan
pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kapi-
tasi berbasis pemenuhan komitmen pelayanan
tahun 20186, terdapat adanya tantangan dan ma-
‘sukan yang didapatkan untuk perbaikan pelak-
sanaan kapitasi berbasis pemenuhan komitmen
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pelayanan. Sehubungan dengan hal tersebut,
dilakukan pengembangan pelaksanaan kapitasi
berbasis pemenuhan komitmen pelayanan tahun
2017 yang akan diberlakukan bagi seluruh Pusat
Kesehatan Masyarakat, Klinik Pratama, Praktik
Mandiri Dokter, dan Rumah Sakit Kelas D Prata-
ma, sehingga pelaksanaan dan penerapan kapi-
tasi berbasis pemenuhan komitmen pelayanan
di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berjalan
efektif dan efisien.

Tujuan
Tujuan penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksa-

naan Pembayaran Kapitasi Berbasis Pemenuhan

Komitmen Pelayanan pada Fasilitas Kesehatan

Tingkat Pertama adalah:

1. menjelaskan p'erubahén dalam persiapan,
pelaksanaan, penilaian hingga monitoring
dan evaluasi pembayaran kapitasi berbasis
pemenuhan komitmen pelayanan di Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama.

2. memberikan panduan bersama bagi seluruh
pihak terkait dalam pelaksanaan pembayaran
kapitasi berbasis pemenuhan komitmen
pelayanan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Per-
tama. )

Definisi )

1. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa
perlindungan kesehatan agar Peserta mem-
peroleh manfaat pemeliharaan kesehatan
dan perlindungan dalam memenuhi kebutu-
han dasar kesehatan yang diberikan kepada
setiap orang yang telah membayar iuran atau
jurannya dibayar oleh pemerintah.

2. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kes-
ehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Ke-
sehatan adalah badan hukum yang dibentuk
untuk menyelenggarakan program Jaminan
Kesehatan.

3. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang
asing yang bekerja paling singkat 6 (enam)
bulan di Indonesia, yang telah membavyar iu-
ran.

4. Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang
menjadi hak Peserta dan/atau anggota kelu-
arganya.

5. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang se-
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10.

11.

12.
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lanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kes-
ehatan yang melakukan pelayanan kesehatan
perorangan yang bersifat non spesialistik un-
tuk keperluan observasi, promotif, preventif,
diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau
pelayanan kesehatan lainnya.

Pusat Kesehatan Masyarakat yang selan-
jutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas
pelayanan kesehatan yang menyelenggara-
kan upaya kesehatan masyarakat dan upaya
kesehatan perseorangan tingkat pertama,

dengan lebih mengutamakan upaya promotif |

dan preventif, untuk mencapai derajat kes-
ehatan masyarakat yang setinggitingginya di
wilayah kerjanya.

Klinik Pratama adalah fasilitas pelayanan ke-
sehatan yangj menyelenggarakan pelayanan
kesehatan perseorangan dengan menye-
diakan pelayanan medik dasar baik umum
maupun khusus.

Praktik Mandiri Dokter adalah praktik dokter
perorangan yang menyelenggarakan pelay-
anan medik dasar umum dalam rangka upaya
kesehatan perseorangan tingkat pertama.
Rumah Sakit Kelas D Pratama adalah rumah
sakit umum yang hanya menyediakan pelay-
anan perawatan kelas 3 {tiga) untuk pening-

katan akses bagi masyarakat dalam rangka |

menjamin upaya pelayanan kesehatan per-
orangan yang memberikan pelayanan rawat
inap, rawat jalan, gawat darurat, serta pelay-
anan penunjang lainnya.

Tarif Kapitasi adalah besaran pembayaran
per bulan yang dibayar dimuka oleh BPJS Ke-
sehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama berdasarkan jumlah Peserta yang
terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan
jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
Komitmen Pelayanan adalah komitmen Fasili-
tas Kesehatan Tingkat Pertama untuk menin-
gkatkan mutu pelayanan melalui pencapaian
indikator pelayanan kesehatan perseorangan
yvang disepakati.

Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen
Petayanan adalah penyesuaian besaran tarif
Kapitasi berdasarkan hasil penilaian pencapa-
ian indikator pelayanan kesehatan perseoran-
gan yang disepakati berupa komitmen pelay-
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13.

14.

16.

16.

anan 'Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
dalam rangka peningkatan mutu pelayanan.
Indonesia Sehat adalah suatu gambaran kon-
disi Indonesia pada masa depan yakni ma- |
syarakat, bangsa dan Negara yang ditandai |
oleh penduduknya hidup dalam lingkungan |
dengan perilaku hidup sehat, memiliki ke-
mampuan menjangkau pelayanan kesehatan |
yang bermutu secara adil dan merata, serta |
mencapai derajat kesehatan yang setinggi-
tingginya.

Pendekatan Keluarga adalah pendekatan
pelayanan oleh Puskesmas yang menginte-
grasikan upaya kesehatan masyarakat dan |
upaya kesehatan perseorangan secara ber-
kesinambungan, dengan target keluarga, me-
lalui kunjungan rumah yang didasarkan pada
data dan informasi dari profil kesehatan kelu-
arga,
Program Pengelolaan Penyakit Kronis yang |
selanjutnya disebut Prolanis adalah suatu
sistem yang memadukan antara penatalak- |
sanaan pelayanan kesehatan dan komunikasi |
bagi sekelompok peserta dengan kondisi pe- |
nyakit tertentu melalui upaya penanganan |
penyakit secara mandiri.

Peserta Prolanis adalah peserta yang ter-
daftar dalam Program Pengelolaan Penyakit
Kronis untuk penyakit Diabetes Melitus dan
Hipertensi..

BAB I

PEMBAYARAN KAPITASI BERBASIS PEMENUHAN

KOMITMEN PELAYANAN

PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA

A. Ketentuan Umum

1

Pembayaran kapitasi berbasis pdmenuhan
komitmen pelayanan pada FKTP merupakan
bagian dari pengembangan sistem kendali
mutu pelayanan yang bertujuan untuk menin-
gkatkan efisiensi dan efektifitas penyelengga-
raan pelayanan kesehatan.

. Penerapan Kapitasi Berbasis Pemenuhan

Komitmen Pelayanan pada FKTP dilakukan
setelah terjadi kesepakatan antara BPJS Kes-
ehatan dengan FKTP, yaitu:

a. terhadap Puskesmas di wilayah Ibuko-
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ta Provinsi dan di wilayah selain lbukota
Provinsi;

b. terhadap Rumah Sakit Kelas D Pratama,
Klinik Pratama milik Pemerintah, atau fasil-
itas kesehatan yang setara dilaksanakan
dengan kriteria:

1) telah bekerja sama dengan BPJS Kes-
ghatan minimal 1 (satu) tahun; dan

2) minimal Peserta terdaftar pada Klinik
Pratama milik Pemerintah 5.000 Peser-
ta.

c. bagi Klinik Pratama milik Swasta dan Prak-
tik Mandiri Dokter tetap dilakukan penilaian
kapitasi berbasis pemenuhan komitmen
pelayanan tanpa diterapkan penyesuaian
kapitasi sampai dengan tanggal 31 Desem-
ber 2017.

. Penerapan Kapitasi Berbasis Pemenuhan

Komitmen Pelayanan pada FKTP dikecualikan

bagi: -

a. FKTP yang ditetapkan sebagai FKTP ka-
wasan terpencil dan sangat terpencil; dan

b. FKTP di wilayah yang sulit mendapat-
kan akses jaringan komunikasi data, akan
tetapi tidak termasuk daerah terpencil dan
sangat terpencil yang ditetapkan atas kes-
epakatan BPJS Kesehatan dan Dinas Kes-
ehatan Kabupaten/Kota.

. Pembayaran Kapitasi Berbasis Pemenuhan

omitmen Pelayanan di Klinik Pratama

Pembayaran kapitasi berbasis pe-
menuhan komitmen pelayanan pada Klinik

Pratama dilakukan dengan penyesuaian kapi-

tasi sebagai berikut:

a. Bagi yang telah siap, pelaksanaan pem-
bayaran kapitasi berbasis pemenuhan
komitmen pelayanan dilakukan sesuai ke-
tentuan; atau

b. Bagi yang belum siap, penilaian dilakukan
setiap bulan namun penyesuaian pem-

_bayaran kapitasi belum diberlakukan.

. Perjanjian kerja sama antara BPJS Kesehat-

an dengan FKTP mengenai penerapan pem-

bayaran kapitasi berbasis pemenuhan komit-
men pelayanan pada FKTP dilaksanakan
setelah adanya kesepakatan bersama antara

BPJS Kesehatan dengan Dinas Kesehatan

Provinsi dan/atau Dinas Kesehatan Kabupat-

en/Kota dan/atau Asosiasi FKTP.

. Pelaksanaan pembayaran kapitasi berbasis

pemenuhan komitmen pelayanan dinilai ‘ber-
dasarkan pencapaian indikator yang meliputi:
a. Angka Kontak

Angka kontak merupakan indika-
tor untuk mengetahui tingkat aksesabili-
tas dan pemanfaatan pelayanan primer
di FKTP oleh Peserta berdasarkan jumlan
peserta JKN (per nomor identitas peserta)
yang mendapatkan pelayanan kesehatan di
FKTP per bulan baik di dalam gedung mau-
pun di luar gedung tanpa memperhitung-
kan frekuensi kedatangan peserta dalam
satu bulan. :

Dalam rangka meningkatkan dan
memudahkan akses pelayanan luar gedung,
tenaga FKTP harus memiliki data peserta
yang terdaftar di FKTP untuk melakukan
perencanaan pelayanan luar gedung.

b. Rasio Rujukan Rawat Jalan Non Spesialis-
tik '

Rasio Rujukan Rawat Jalan Kasus
Non Spesialistik (RRNS) merupakan indika-
tor untuk mengetahui kualitas belayanan di |
FKTP sehingga sistem rujukan terseleng- |
gara sesuai indikasi medis dan kompetensi
FKTP. |

Jumlah rujukan rawat jalan kasus
nonspesialistik adalah jumlah Peserta yang
dirujuk dengan diagnosa yang termasuk
dalam jenis penyakit yang menjadi kom-
petensi dokter di FKTP sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan atau ber-
dasarkan kesepakatan antara BPJS Kese-
hatan, FKTP, Dinas Kesehatan Kabupaten/
Kota dan Organisasi Profesi dengan mem-
perhatikan kemampuan _ pelayanan FKTP
dan progresivitas penyakit yang meru-
pakan keadaan khusus pasien dan/atau ke-
daruratan medis, serta dituangkan secara
tertulis dalam perjanjian kerja sama.

¢. Rasio Peserta Prolanis Rutin Berkunjung ke
FKTP Rasio Peserta Prolanis Rutin Berkun-
jung ke FKTP (RPPB) merupakan indikator
untuk mengetahui kesinambungan pelay-
anan penyakit kronis yang disepakati oleh
BPJS Kesehatan dan FKTP terhadap peser-
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ta Prolanis.

Jumlah Peserta Prolanis rutin berkun-
jung ke FKTP adalah jumlah peserta JKN
yang terdaftar dalam Prolanis (per no-
mor identitas peserta} yang mendapatkan

proses usulan dari Kantor Cabang dan Di-

visi Regional setelah berkoordinasi dengan
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota serta te-
laahan dan persetujuan manajemen BPJS
Kesehatan.

pelayanan kesehatan di FKTP per bulan, B. Tahapan Pelaksanaan Pembayaran Kapitasi Ber-

baik di dalam gedung maupun di luar ge- basis Pemenuhan Komitmen Pelayanan

dung, tanpa memperhitungkan frekuensi 1. Persiapan Penerapan Pelaksanaan Pem-

kedatangan peserta dalam satu bulan. bayaran Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komit-
7. Khusus bagi Puskesmas, terdapat indika- men Pelayanan ]

tor tambahan dalam pemenuhan komit- a. Sosialisasi

men pelayanan untuk mengetahui peny-
elenggaraan kegiatan promotif preventif
di Puskesmas dengan fokus pada kegiatan
kunjungan rumah yang dilakukan daiam
bentuk pendekatan keluarga untuk menca-
pai program Indonesia sehat pada semua
keluarga di wilayah kerja Puskesmas tanpa
melihat peserta JKN atau bukan peserta

JKN. Melalui pendekatan keluarga, yaitu

mengunjungi setiap keluarga di wilayah
kerja, diharapkan Puskesmas dapat menan-
gani masalah-masalah kesehatan dengan
pendekatan siklus hidup (life cycle).
Pelaksanaan kegiatan terkait indikator
tambahan berupa kunjungan rumah diatur
melalui Petunjuk Teknis Program Indonesia

Sehat Dengan Pendekatan Keluarga yang |

ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.-

. Penilaian terhadap pembayaran kapitasi
berbasis pemenuhan komitmen pelayanan
dilakukan setiap bulan.

. Penyesuaian pembayaran kapitasi atas
pemenuhan target indikator komitmen

pelayanan dimulai pada bulan ke-4 sejak :

penerapan pembayaran kapitasi berbasis
pemenuhan komitmen pelayanan berdasar-
kan hasil penilaian rata-rata pencapaian in-
dikator komitmen pelayanan 3 (tiga) bulan
sebelumnya.

10.Ketentuan batas waktu pembayaran kapi-

tasi dan ketentuan pembayaran kapitasi
berbasis pemenuhan komitmen pelayanan
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan per-
aturan perundangundangan.

11. Bagi FKTP di wilayah tertentu’ dengan

kondisi khusus, dimungkinkan diberikan
penyesuaian (standar indikator} melalui

Sebelum melaksanakan pembayaran
kapitasi berbasis pemenuhan komitmen
pelayanan, BPJS Kesehatan melakukan so-
sialisasi kepada seluruh pemangku kepent-
ingan, antara lain:

1) Dinas Kesehatan Provinsi;

2} Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota:;

3) Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset
Daerah;

4) Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya;

b) Asosiasi Fasilitas Kesehatan; dan

6) FKTP.

Sosialisasi dilaksanakan dengan tujuan:

1) tercapainya persepsi yang sama dengan
seluruh pemangku kepentingan;

2) terbentuknya komitmen bersama untuk |

meningkatkan mutu pelayanan di FKTP; |
3} terbentuknya kesadaran FKTP untuk E

memenuhi komitmen pelayanan; dan
4) terlaksananya pembayaran kapitasi ber-
basis pemenuhan komitmen pelayanan.

- Pembuatan Kesepakatan dengan Dinas Ke-
- sehatan

BPJS Kesehatan dengan Kepala Dinas
Kesehatan Provinsi dan/atau Kepala Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota melakukan ke-
sepakatan terkait standar indikator komit-
men pelayanan di FKTP:

. Pembuatan Kesepakatan denéah Asosiasi

Fasilitas Kesehatan )

1) Divisi Regional BPJS Kesehatan dengan
Asosiasi Fasilitas Kesehatan melaku-
kan kesepakatan terkait besaran pem-
bayaran kapitasi mengacu pada standar
tarif yang ditetapkan oleh Menteri.

2) Asosiasi Fasilitas Kesehatan berdasar-
kan Keputusan Menteri Kesehatan
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Nomor HK.02.02/MENKES/252/2016
tentang Asosiasi Fasilitas Kesehatan,
adalah:

a) Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh
Indonesia (ADINKES) sebagai per-
wakilan Puskesmas dan praktik per-
orangan bidan;

b) Asosiasi Klinik Indonesia (ASKLIN)
sebagai perwakilan klinik;

¢) Perhimpunan Klinik dan Fasilitas
Pelayanan Kesehatan Primer Indone-
sia (PKFI) sebagai perwakilan klinik;

d) lkatan Dokter Indonesia (IDI) sebagai
perwakilan Praktik Mandiri Dokter;
dan

e) Persatuan Dokter -Gigi
(PDGI) sebagai perwakilan Praktik
Mandiri Dokter Gigi. |

Dalam hal tidak terdapat Asosiasi Fasili-

tas Kesehatan di suatu wilayah, maka

pembuatan kesepakatan dilakukan den-
gan Dinas Kesehatan Provinsi setem-

Indonesia

3

pat.
d. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama
dengan Pimpinan FKTP
1) Kantor Cabang BPJS Kesehatan
melakukan Perjanjian Kerja Sama {PKS)
"atau addendum PKS dengan pimpinan
FKTP.
PKS atau addendum PKS sebagaimana
dimaksud pada angka 1} dituangkan '
berdasarkan:
a) hasil kesepakatan antara BPJS Ke-
sehatan dengan Dinas Kesehatan
Provinsi danfatau Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota; dan
b) hasil kesepakatan antara BPJS Kes-
ehatan dengan Asosiasi Fasilitas Ke-
sehatan.
e. Pembentukan Tim Penilai
1) Tim Penilai dibentuk berdasarkan Kepu-
tusan Kepala Cabang.
2) Personalia Tim Penilai terdiri dari:
a) Pengarah
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/
Kota. '
b) Ketua
(1)Ketua Tim Kendali Mutu dan Ken- f.

-2
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dali Biaya Cabang/yang ditunjuk.
{2}Kepala Cabang BPJS Kesehatan.
¢) Sekretaris
Kepala Unit yang membawahi fung-
si pelayanan primer Kantor Cabang
BPJS Kesehatan. '
d) Anggota
{1)Kepala Bidang yang mempunyai
tugas dan fungsi pelayanan prim-
er/pelayanan kesehatan dasar Di-
nas Kesehatan Kabupaten/Kota;
(2)Kepala Seksi yang mempunvyai tu-
gas dan fungsi pelayanan primer/
pelayanan kesehatan dasar Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kata;

(3)Kepala Unit yang membawahi |

fungsi kepesertaan Kantor Ca-
bang BPJS Kesehatan;

{4)Kepala Unit yang membawahi
fungsi keuangan Kantor Cabang
BPJS Kesehatan;

(5)Staf IT Help Desk Kantor Cabang;

(6)Staf Unit yang membawahi fungsi
pelayanan primer Kantor Cabang;
dan

(7)Kepala/staf Kantor Layanan Op-
erasional Kabupaten/Kota BPJS
kesehatan.

3) Tugas Tim Penilai:

a) memastikan validitas data pemenu-

han komitmen pelayanan di FKTP;

b) melakukan komitmen
pelayanan sesuai dengan pemenu-
han komitmen pelayanan di FKTP
berdasarkan indikator yang telah
ditetapkan;

menentukan penyesuaian besaran
kapitasi FKTP berdasarkan pencapa-
ian komitmen pelayanan;

melakukan pemantauan perkemban-
gan pelaksanaan pembayaran kapi-
tasi berbasis pemenuhan komitmen

penilaian

c)

d

—

pelayanan dan peningkatan mutu ke-
pada Peserta; dan

melaporkan progres kegiatan secara
periodik kepada Kepala Divisi Re-
gional dan Dinas Kesenatan Provinsi.
Sistem Informasi

el

bt

oo



1) FKTP wajib menggunakan aplikasi pen-
catatan pelayanan tingkat pertama yang

dikembangkan oleh BPJS Kesehatan (P- |

Care).

2) Hasil pencatatan FKTP pada aplikasi P-
Care menjadi sumber data dalam per-
hitungan indikatar Kapitasi Berbasis Pe-
menuhan Komitmen Pelayanan.

2. Pelaksanaan Pembayaran Kapitasi Berbasis
Pemenuhan Komitmen Pelayanan
a. BPJS Kesehatan wajib memberikan daftar

nama peserta yang terdaftar di FKTP dan
akses data peserta terdaftar ke FKTP me-
lalui aplikasi yang ditetapkan oleh BPJS ke-
sehatan.

. Dalam hal akses data peserta terdaftar
ke FKTP melalui aplikasi yang ditetapkan
BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud
pada huruf a tidak dapat dilakukan karena
tidak terdap=t/tersedia jaringan internet,
data peserta tiapat diberikan dalam bentuk
hardcopy/soficopy.

. FKTP memberikan pelayanan kepada
peserta, selanjutnya melakukan entri data
pelayanan melalui aplikasi yang ditetapkan
oleh BPJS Kesehatan secara real time, atau
paling lambat sampai dengan tanggal 3
{tiga) bulan berjalan untuk pelayanan bulan
sebelumnya yang akan dilakukan penilaian.
Dalam kondisi tanggal 3 (tiga) bertepatan
pada hari libur, maka pengiriman’laporan
dapat dikirimkan pada hari kerja berikut-
nya.

. Kantor Cabang BPJS Kesehatan menyaiji-
kan data luaran aplikasi BPJS Kesehatan
untuk menjadi bahan penilaian komitmen
pelayanan di FKTP oleh Tim Penilai.

. Penilaian komitmen pelayanan dilakukan
setiap bulan oleh Tim Penilai dengan meli-
batkan FKTP berdasarkan data luaran ap-
likasi BPJS Kesehatan dan dapat melaku-
kan uji sampling terhadap data dan bukti
pelayanan yang disampaikan oleh FKTP
serta menetapkan keabsahan terhadap ha-
sil uji sampling tersebut.

. Hasil penilaian pemenuhan komitmen
pelayanan FKTP dituangkan dalam Berita
Acara Hasil Penilaian Pemenuhan Komit-

men Pelayanan.

g. Tim Monitoring Evaluasi melakukan pem-

bahasan hasil penilaian pemenuhan komit-
men pelayanan vyang telah dituangkan
dalam Berita Acara Hasil Penilaian Pe-
menuhan Kamitmen Pelayanan setiap bu-
lan paling lambat tanggal 14 (empat belas)
setiap bulannya, dengan hasil pembahasan
disepakati melalui Berita Acara Hasil Moni-
toring Evaluasi Pemenuhan Komitmen
Pelayanan.

. Hasil rata-rata penilaian pencapaian indika-

tor komitmen pelayanan di FKTP selama
3 (tiga) bulan akan menjadi dasar pem-

bayaran kapitasi selama 3 (tiga) bulan beri- |
kutnya, sehingga rata-rata penilaian pada

bulan 1, 2, dan 3 digunakan untuk mem-
bayar kapitasi pada bulan 4, 5, dan 6.

3. Penilaian Komitmen Pelayanan
a. Indikator Komitmen Pelayanan

1) Angka Kontak (AK)

a) Angka kontak merupakan indikator
untuk mengetahui tingkat aksesbili- |
tas dan pemanfaatan pelayanan prim- |

er di FKTP oleh Peserta serta upaya
FKTP terhadap kesehatan Peserta
pada setiap 1000 (seribu} Peserta
terdaftar di FKTP yang bekerjasama
dengan BPJS Kesehatan.

b) Indikator Angka Kontak {AK) dihi-
tung dengan formulasi perhitungan
- sebagai berikut:
jumlsh peserte yang melekukan kntak
Angka Kontak = x 1000

jumlah Peserte terdaftar di FKTP

Angka kontak adalah perbandin-
gan jumlah Peéserta terdaftar yang
melakukan kontak dengan FKTP den-

gan total jumlah peserta terdaftar di |

FKTP dikali 1000 (seribuj.

c) Jumlah peserta yang melakukan kon-
tak adalah jumlah peserta JKN {per
nomor identitas peserta) yang terdaf-
tar di satu FKTP dan mendapatkan
pelayanan kesehatan di FKTP per bu-

lan baik di dalam gedung maupun di |
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luar gedung tanpa memperhitungkan
frekuensi kedatangan peserta dalam
satu bulan.

d) Jumlah peserta terdaftar adalah jum-

lah peserta JKN yang terdaftar di
suatu FKTP per bulan.

e) Bentuk Kontak yang menjadi catatan

penilaian adalah:
(1)Tempat kontak

Apabila terjadi salah satu atau leb-

ih kontak antara peserta dengan:

{a) FKTP (Puskesmas, Klinik, DPP,
RS Kelas D Pratama);

{b) Jaringan pelayanan Puskes-
mas {Puskesmas pembantu,
Puskesmas keliling, dan bidan
desa);

(¢} Jejaring fasilitas pelayanan ke-
sehatan (apotek, laboratorium,
bidan, dan fasilitas pelayanan
kesehatan lainnyal;

{d) Upaya Kesehatan Berbasis
Masyarakat (UKBM), seperti
Pos Pelayanan Terpadu (Posy-

andu), Pos Pembinaan Terpa- |

du (Posbindu), Pos Kesehatan
Desa (Poskesdes), Posyandu
Lansia;
{e) Rumah atau domisili Peserta
yang dikunjungi oleh FKTP;
(fi Upaya Kesehatan Sekolah
(UKS); dan
(g} Tempat kontak lainnya yang
disepakati. ‘
(2)Jenis Pelayanan
Kontak antara peserta dengan
FKTP adalah kondisi terdapat
salah satu atau lebih pelayanan
yang diberikan oleh FKTP dalam
bentuk:
{(a) Kunjungan Sakit
a. Pelayanan pemeriksaan,
pengobatan, dan konsultasi
medis, termasuk pelayanan
obat dan bahan medis habis
pakai.
b. Pelayanan tindakan medis
non spesialistik, baik op-
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eratif maupun non opera-
tif, pemeriksaan penunjang
diagnostik laboratorium
tingkat pratama.

c. Pelayanan Rawat Inap
' Tingkat Pertama, pelay-
anan persalinan, kebidanan

dan neonatal sesuai dengan |

kondisi fasilitas kesehatan.

d. Pelayanan gawat darurat |
termasuk penanganan ka- |
sus medis yang membutuh- |

kan penanganan awal sebe-
lum dilakukan rujukan.

e. Home visit pasien sakit.

f. Pelayanan kasus medis ru-

juk balik termasuk pemerik- |

saan, pengobatan, dan kon-
sultasi medis, pelayanan
obat dan bahan medis habis
pakai.

{b} Kunjungan Sehat

a. Pelayanan imunisasi.

b. Pelayanan penyuluhan kes-
ehatan peroraﬁgan atau ke-
lompok.

¢. Pemeriksaan kesehatan lbu
dan anak, serta Keluarga
Berencana (KB).

d. Home visit.

e. Senam sehat.

{3)Bentuk kontak lain yang dapat

diukur dan telah disepakati antara |

Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
dan BPJS Kesehatan, baik kunjun-
gan sakit maupun kunjungan se-
hat.

(4)Sumber data yang digunakan
dalam indikator ini adalah hasil

pencatatan kontak FKTP dengan
kondisi di tempat dan jenis pelay- |
anan sebagaimana huruf &) yang

dicatatkan pada aplikasi P-Care.
{5)Pada saat dilakukan penilaian, tim
penilai melakukan uji sampling
terhadap kontak yang dilaporkan
oleh FKTP berupa bukti, antara

lain:



(a} daftar hadir/bukti kedatangan
peserta (tanda tangan peser-
ta); e
{b) hasil pemeriksaan yang dilaku-
kan, misalnya tekanan darah,
GDP/GDPP, berat badan;
{c) dokumentasi kegiatan (foto
atau video).
sesuai kebutuhan tim penilai.
2) Rasio Ryjukan Rawat Jalan Kasus Non
Spesialistik (RRNS) '
a) Rasio rujukan rawat jalan kasus non
spesialistik merupakan indikator un-
tuk mengetahui optimalnya koor-
dinasi dan kerjasama antara FKTP
dengan Fasilitas Kesehatan Rujukan
Tingkat Lanjutan (FKRTL) sehingga
sistem rujukan terselenggara sesuai
indikasi medis dan kompetensinya.

b) Indikator Rasio Rujukan Rawat Jalan
Kasus Non Spesialistik (RRNS) dihi-
tung dengan formulasi perhitungan
sebagai berikut:

Jumiah rujukan kasus non spesialistik
RRNS = x 100
fumfah rufukan FETP

Rasio rujukan rawat jalan kasus non
spesialistik  adalah  perbandingan
jumlah Peserta yang ‘dirujuk dengan
kasus non spesialistik dengan jum-
lah seluruh Peserta yang dirujuk oleh
FKTP dikali 100 (seratus).

c) Jumlah rujukan rawat jalan kasus
non spesialistik adalah jumlah Peser-
ta yang dirujuk dengan diagnosa
yang termasuk dalam jenis penya-
kit yang menjadi kompetensi dokter
di FKTP sesuai keténtuan peraturan
perundang-undangan atau berdasar-

kan kesepakatan antara BPJS Kes- |

ehatan, FKTP, Dinas Kesehatan Ka-
bupaten/Kota dan Organisasi Profesi
dengan memperhatikan kemampuan
pelayanan FKTP dan progresivitas
penyakit yang merupakan keadaan
khusus pasien dan/atau kedaruratan
medis, serta dituangkan secara ter-
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tulis dalam berita acara kesepakatan
yang menjadi satu kesatuan yang ti-
dak terpisahkan dari perjanjian kerja
sama.

d) Jumlah rujukan FKTP adalah to-
tal jumlah peserta yang dirujuk ke |
FKRTL oleh FKTP. '

e) Pembahasan dan kesepakatan ber- |
sama terkait 144 diagnosa yang ha- |
rus ditangani secara tuntas di FKTP
serta kriteria Time-Age-Complica- |
tion-Comorbidity (TACC) untuk ke-
layakan rujukan kasus tersebut {yang
telah disepakati dapat ditangani se-
cara tuntas) ke FKRTL, dilakukan
melalui Regiatan pertemuan daerah
antara BPJS Kesehatan dan FKTP
vang melibatkan Dinas Kesehatan,
Tim Kendali Mutu Kendali Biaya dan
Organisasi Profesi wilayah setempat, |
yang selanjutnya disebut sebagai
Peer Review Kasus Non Spesialistik.

fl Hasil kesepakatan dari kegiatan Peer
Review Kasus Non Spesialistik men-
jadi dasar perhitungan rasio rujukan |
rawat jalan kasus non spesialistik di
masingmasing FKTP. |

g} Sumber data yang digunakan dalam
indicator ini adalah hasil pencatatan |
rujukan peserta ke FKRTL yang di- |
catatkan pada aplikasi P-Care. Ang-
ka rujukan rawat jalan kasus non |
spesialistik yang dihitung adalah ka- |
sus fujukan dengan diagnosa yang |
termasuk dalam kesepakatan.

3) Rasio, Peserta Prolanis Rutin Berkunjung
ke FKTP (RPPB)

a} Rasio Peserta Prolanis Rutin Berkun-
jung ke FKTP (RPPB) merupakan indi-
kator untuk mengetahui kesinambun-
gan pelayanan penyakit kronis yang |
disepakati aleh BPJS Kesehatan dan |
FKTP terhadap peserta Prolanis. -

b) Indikator Rasio Rujukan Rawat Jalan
Kasus Non Spesialistik (RRNS) dihi- |
tung dengan formulasi perhitungan |
sebagai berikut:




RPPE =
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jumiah peserta Pralanis yang rutin berkunfung

= x 100
jumlah peserta Prolanis terdaftar di FKTP

c) Rasio Peserta Prolanis Rutin Berkun-
jung ke FKTP adalah perbandingan
jumlah Peserta Prolanis yang rutin
berkunjung ke FKTP dengan jumlah
Peserta Prolanis terdaftar di FKTP di-
kali 100 {seratus).

d) Jumlah Peserta Prolanis rutin berkun-
jung ke FKTP adalah jumlah peserta
JKN yang terdaftar dalam Prolanis
(per nomor identitas peserta) yang
mendapatkan pelayanan kesehatan

gan pelayanan bagi peserta dengan
kondisi ini tetap dihitung dari aktifi- :
tas lain selain konsultasi dan pelay-
anan obat rutin.

i) Peserta dinyatakan tidak terdaftar
lagi sebagai pasien Prolanis apabila
terjadi salah satu aspek sebagai beri-
kut:

(1)Peserta tidak hadir terapi 6 (enam)
bulan berturut-turut;

* (2)Peserta hilang kontak komunikasi
dengan FKTP selama 6 (enam) bu-
lan berturut-turut;

{3)}Peserta tidak hadir Kegiatan Klub
selama .6 (enam) bulan berturut-

di FKTP per bulan, baik di dalam ge- turut:

dung maupun di luar gedung, tanpa {4)Peserta meninggal dunia; dan/ |

memperhitungkan frekuensi kedatan- atau

gan peserta dalam satu bulan. (5)Peserta yang keluar atas keingi-
e} Jenis penyakit kronis yang termasuk nan sendiri.

dalam Prolanis yang dihitung dalam

indikator adalah penyakit Diabetes .

Melitus dan Hipertensi.

f) Jenis penyakit kronis yang akan di-
hitung sebagai dasar penghitungan
jumlah peserta Prolanis sesuai den-
gan kesepakatan antara Dinas Kes-
ehatan Kabupaten/Kota, FKTP dan
BPJS Kesehatan.

g) Aktivitas Prolanis yang akan terma-

suk dalam perhitungan adalah apabi-

la terdapat salah satu atau lebih dari

kegiatan Prolanis, seperti: i

(1)Edukasi Klub;

(2)Konsultasi Medis;

(3)Pemantauan Kesehatan melalui
pemeriksaan penunjang;

{4)Senam Prolanis;

{(5)Home Visit; dan/atau

(B)Pelayanan Obat secara rutin (obat
PRB).

Dalam hal peserta Prolanis dirujuk ke

FKRTL dengan alasan kontrol ulang

rutin, kondisi pasien tidak stabil atau

kekosongan cbat PRB, maka pasien

h

—

j) Sumber data yang digunakan dalam
indikator ini adalah hasil pencatatan |
kontak FKTP dengan peserta yang |
terdaftar sebagai peserta Prolanis
dengan jenis aktifitas Prolanis se-
bagaimana poin f) yang dicatatkan
pada aplikasi P-Care. |

b. Indikator Tambahan dalam Komitmen
Pelayanan !
1) Indikator tambahan dalam komitmen f

pelayanan berupa kegiatan kunjungan |
rumah dengan pendekatan keluarga un-
tuk mencapai Program Indonesia Sehat
pada semua keluarga di wilayah kerja
Puskesmas tanpa melihat peserta JKN |
atau bukan peserta JKN. Kegiatan ini |
dilaksanakan untuk mencapai indeks
keluarga sehat yang dilihat berdasarkan |
12 (dua belas) indikator utama penanda
status kesehatan sebuah keluarga ses-
uai Petunjuk Teknis Program Indonesia
Sehat Dengan Pendekatan Keluarga.

2) Indikator tambahan dihitung setiap bu- |

lan dengan formulasi perhitungan seb-
agai berikut:

tetap dinyatakan sebagai pasien Pro-
lanis dan tetap masuk dalam perhi-
tungan. Bentuk kontak/kesinambun-

jumlah keluarga (KK) yang dikunjungi dalam

program pendekatan keluarga
RKR = x 100

jumiah keluarga (KK) yang ada di wilayah kerja Puskesmas
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Rasio Kunjungan Rumah adalah per-

bandingan jumlah keluarga (berdasar- |

kan Kartu Keluarga/KK) yang dikunjungi
dalam program pendekatan keluarga
dengan jumlah keluarga (KK) yang ada
di wilayah kerja Puskesmas dikali sera-
tus. Perhitungan yang dihasilkan dalam
bentuk persentase.

3

—

dalam program pendekqtan keluarga
adalah jumlah peserta JKN atau bu-
kan peserta JKN yang terdapat pada
wilayah kerja Puskesmas yang dikun-
jungi oleh petugas Puskesmas dalam
satu bulan. .

Jumiah keluarga (KK} yang dikunjungi |

Target pemenuhan rasio rujukan
rawat jalan kasus non spesialistik
oleh FKTP sebesar kurang dari 5%
{lima persen) setiap bulan.

c) Rasio Peserta Prolanis rutin berkun-
jung ke FKTP (RPPB) :
Target pemenuhan Rasio Peserta
Prolanis Rutin Berkunjung ke FKTP,
sebesar paling sedikit 50% (lima pu-
luh persen) setiap bulan.

Tabel 1
Target Pemenuhan Indikator
Komitmen Pelayanan

4) Jumlah keluarga (KK} yang ada di No Nama Indikator Target
wilayah kerja Puskesmas adalah jum- Indikator
lah seluruh KK yang terdapat dalam | 1 Angka kontak =150 per mil

Rasio rujukan rawat jalan
non spesialistik < 5%
Rasio peserta Prolanis rutin
berkunjung ke FKTP

wilayah kerja Puskesmas. !
5) Sumber data jumiah keluarga (KK} yang |

dikunjungi dalam program pendekatan | 3

keluarga adalah hasil pencatatan data

> B0%

petugas Puskesmas yang terdapat pada
masing-masing Puskesmas, sedangkan
sumber data untuk jumlah keluarga (KK)
vang ada di wilivah kerja Puskesmas
adalah hasil pencatatan data jumlah KK
yang terdapat pada kecamatan.

¢. Pemenuhan Komitmen Pelayanan
1) Target pemenuhan komitmen petayanan |

adalah batasan optimal indikator komit-
men pelayanan yang harus dipenuhi
oleh FKTP.
2) Zona aman adalah kondisi FKTP dapat
mencapai target pemenuhan komitmen
pelayanan.
3) Zona Tidak Aman adalah kondisi FKTP
tidak dapat mencapai target pemenu-
han komitmen peléyanan.
4) Target Pemenuhan Komitmen Pelayan-
an
a) Angka Keontak (AK)
Target pemenuhan angka kontak
oleh FKTP sebesar paling sedikit
150%o0 (seratus lima puluh permil) se-
tiap bulan.

b) Rasio Rujukan Rawat Jalan Kasus
Non Spesialistik (RRNS)
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d) Indikator Tambahan Dalam Komit-
men Pelayanan Pencapaian terhadap |
indikator kegiatan kunjungan rumah ;
dengan pendekatan keluarga adalah |
apabila Rasio Kunjungan Rumah |
(RKR} mencapai 100/12% atau seki-
tar 8,33 {delapan koma tiga puluh
tiga) persen setiap bulannya, Dengan |
demikian dalam satu tahun RKR ha-
rus dicapai 100% untuk mendapat-
kan kompensasi komitmen pelayan-
an.
Penyesuaian besaran kapitasi ber-
dasarkan pencapaian target indikator
komitmen pelayanan bagi FKTP, seb- |
agai berikut: ;
1) Apabila 3 (tiga) target indika- |
tor komitmen pelayanan terca-
pai, maka FKTP menerima pem-
bayaran kapitasi sebesar 100%
(seratus persen) dari norma kapi-
tasi yang ditetapkan.
2) Apabila 2 (dua) target indikator
komitmen pelayanan tercapai, dan
1 (satu) indikator lainnya tidak

e

—




f)

g

h

—

_—

mencapai target indikator, maka
FKTP menerima pembayaran kapi-
tasi sebesar 95% (sembilan puluh
lima persen) dari norma kapitasi
yang ditetapkan. )

3) Apabila 1 (satu} target indika-
tor komitmen pelayanan tercapai
dan 2 (dua) indikator lainnya tidak
mencapai target indikator, maka
FKTP menerima pembayaran kapi-
tasi sebesar 92,5% (Sembilan
puluh dua koma lima persen) dari
norma kapitasi yang ditetapkan.

4) FKTP yang tidak memenuhi se-
luruh target indikator komitmen
pelayanan, maka FKTP meneri-
ma pembayaran kapitasi sebesar
20% (sembilan puluh persen)' dari
norma kapitasi yang ditetapkan.

Praktik Mandiri Dokter dan Rumah
Sakit Kelas D Pratama, kapitasi ber-
basis pemenuhan komitmen pelay-
anan dilaksanakan dengan hasil
pencapaian target indikator komit-
men pelayanan menjadi faktor peni-
lai dalam proses rekredensialing dan
perpanjangan kontrak.

Bagi FKTP yang sudah memenuhi

persyaratan untuk menerapkan Kapi-

tasi Berbasis Pemenuhan Komit-
men Pelayanan namun dalam jangka
waktu paling lama 3 (tiga) bulan se-
jak Peraturan Bersama ini ditetapkan
belum menjalankan penerapan Kapi-
tasi Berbasis Pemenuhan Komitmen

Pelayanan, pembayaran kapitasi di-

berikan sebesar 30% {sembilan pu-

luh persen) dari norma kapitasi.

Dalam hal pemenuhan target indi-

kator komitmen pelayanan menye-

babkan besaran tarif kapitasi lebih
rendah dari standar tarif kapitasi
minimal yang telah ditetapkan oleh

Menteri, maka besaran kapitasi yang

dibayarkan adalah sebesar tarif kapi-

tasi minimal.

Tabel 2
Penerapan Pembayaran Kapitasi Berbasis
Pemenuhan Komitmen Pelayanan

Jumlah Pencapaian Target

No Indikator % Pembayaran
Zona Tidak Aman Zona Aman
1 0 3 100%
2 1 2 95%
3 2 1 92.5%
4 3 0 90%

d. Penentuan Hasil Pencapaian Indikator :
Tambahan Dalam Komitmen Pelayanan .
Pencapaian indikator tambahan dalam |
komitmen pelayanan berupa Rasio Kunjun- |
gan Rumah (RKR) dihitung berdasarkan pe- |
nilaian setiap bulan dan dilakukan monitor- '

ing dan evaluasi setiap 3 (tiga) bulan, serta |

, diakumulasikan dalam 1 (satu) tahun. '

BAB 1lI
MONITORING EVALUASI

Dalam pelaksanaan pembayaran kapitasi ber-
basis pemenuhan komitmen pelayanan, dilakukan
monitoring evaluasi terkadap pelaksanaannya.

Tim Monitoring dan Evaluasi beranggotakan
stakeholder terkait dalam pelaksanaan Pelayanan
Primer di Era JKN, yang terbagi menjadi Tim Monitor-
ing Evaluasi Pusat dan Tim Monitoring Evaluasi Dae-
rah.

A. Personil Tim Monitoring Evaluasi
1. Tim Monitoring Evaluasi Daerah

a. Tim Monitoring dan Evaluasi dibentuk ber-

dasarkan Keputusan Kepala Divisi Regional

b. Personalia Tim Monitoring dan Evaluasi

terdiri dari:
1} Pengarah
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
2) Ketua
a) Ketua Tim Kendali Mutu dan Kendali
Biaya Provinsifyang ditunjuk;
b) Kepala Divisi Regional BPJS Kese-
hatan
3) Sekretaris
Kepala Departemen yang membawahi
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fungsi pelayanan kesehatan Divisi Re-
gional BPJS Kesehatan
4) Anggota

a) Kepala Bidang yang mempunyai tu-

gas dan fungsi pelayanan primer/
pelayanan kesehatan dasar Dinas
Kesehatan Provinsi
b} Perwakilan Adinkes Wilayah Provinsi
c) Perwakilan PKFI Wilayah Provinsi
d) Perwakilan Asklin Wilayah Provinsi
e) Perwakilan IDI Wilayah Provinsi
f} Kepala Departemen yang membawa-
hi fungsi teknologi informasi Divisi
Regional BPJS Kesehatan
2. Tim Monitoring Evaluasi Pusat
a. Tim Monitaring dan Evaluasi Pusat diben-
tuk berdasarkan Keputusan Direktur Tek-
nis BPJS Kesehatan
b. Personalia Tim Monitoring Evaluasi Pusat,
terdiri dari: g
1} Direktorat Pelayanan BPJS Kesehatan;
2) Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer
Kementerian Kesehatan;
3) Pusat Pembiayaan Jaminan Kesehatan
Kementerian Kesehatan;
4} Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya Pu-

sat;
5) Pengurus Pusat Adinkes, Asklin, PKFI
dan PB IDI; dan : i

6) Grup Manajemen Pelayanan Kesehatan

Primer BPJS Kesehatan.
B. Tugas dan Fungsi Tim Monitoring Evaluasi:
1. Tim Monitoring dan Evaluasi Daerah

a. melakukan monitoring dan evaluasi atas
pelaksanaan pembayaran kapitasi ber-
basis pemenuhan komitmen pelayanan
dan hasil penilaian yang dilakukan Tim
Penilai dan pelaksanaannya di lapan-
gan; :

b. memberikan rekomendasi dan koreksi
atas pelaksanaan pembayaran kapitasi
berbasis pemenuhan komitmen pelay-
anan di lapangan, baik kepada FKTP,
BPJS Kesehatan maupun Dinas Kes-
ehatan setempat;

c. memberikan rekomendasi dan usulan
perbaikan program:

d. melaporkan progres kegiatan secara pe-
riodik, sebagai bahan pelaporan ke Kan-

tor Pusat; dan

e. melakukan pembinaan atas pelaksanaan
kapitasi berbasis pemenuhan komitmen |
pelayanan.
2. Tim Monitoring Evaluasi Pusat
a. melakukan monitoring dan evaluasi atas
pelaksanaan pembayaran kapitasi berb-
asis pemenuhan komitmen pelayanan;

b. membahas rekomendasi dan koreksi
Tim Monitoring dan Evaluasi Daerah
atas pelaksanaan pembayaran kapitasi
berbasis pemenuhan komitmen pelay-
anan sebagai bahan perbaikan kebi-
jakan;

¢. memberikan rekomendasi dan usulan
kepada stakeholder pusat terkait lain
untuk perbaikan dan optimalisasi pro-
gram; dan

d. melakukan pembinaan atas pelaksanaan
kapitasi berbasis pemenuhan komitmen
pelayanan.

3. Dalam melaksanakan tugasnya Tim Moni-
toring Pusat maupun Daerah dapat melaku-
kan kunjungan supervisi FKTP sesuai ke-
butuhan atau berdasarkan hasil penilaian
komitmen pelayanan.

BAB IV
PENUTUP

Untuk mensukseskan pelaksanaan pem-
bayaran kapitasi berbasis pemenuhan komitmen
pelayanan perlu adanya sinergi dengan seluruh, stake-
holder terkait, yaitu Kementerian Kesehatan, Dinas
Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan kabupaten/
Kota, Asosiasi Fasilitas Kesehatan, Organisasi Profe-
si, Tim Kendali Mutu Kendali Biaya, BPJS Kesehatan, |
dan pemangku keoentinagn lainnya.

Dengan pelaksanaan Kapitasi Berbasis Pe-
menuhan Komitmen Palayanan, diharapkan adanya
peningkatan mutu pelayanan kesehatan primer bagi
peserta JKN.
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